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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA.

NOMOR 47 TAHUN 2009.

TENTANG

GF_{GANESAS! DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, =

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu” menéetapkan

Peraturan  Gubernur tentang Organisasi . dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipif; - - , _

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Kepegawaian - sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

. Nomor 43 Tahun 1998,

) Uhdang«Undang Nomor_ﬂ Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negai‘a;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2.004 ientang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; :

Undang-Undang | lNOfnor 15  Tahun 2004 {entang Pemeriksaan -
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; - _ '

Uﬁdang-tjndang- Nomor 23 Tahun 2006 tentang ~ Administrasi
Kependudukan; | - -

Undang~Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota. Negara Kesatuan
Republik indonesia; B



-9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

~.10. Peraturan P@menntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeioiaan
Barang Milik Negara/Daerah ,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan =
. Keuangan dan Kmer;a instansi Pemerintah;

' 12, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pe!aksanaan.t
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan; :

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian'
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemenntahan Daerah Kabupa’cen!Kota, :

14. Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun: 2007 tentang Pengelo]aan
. Uang Negara/Daerah _ ’

15. Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsas ‘
- Perangkat Daerah; - : :

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Slpﬂ

- 17. Peraturan Menten Dalam Negen ‘Nomor 13 Tahun 2006 ten‘:ang,
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan. Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2067

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
: Organisasi Pérangkat Daerah Provm31 Daerah Khusus Ibuko’ta Jakarta

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organlsas; Perangka’t
' Daerah; . o

MEMUTUSKAN

Mernetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG . ORGAN!SASI DAN TATA KERJA
R ,D!NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPiL '

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
~ Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud' dengan*
1 Daerah adalah Provms; Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Pemerintah Daerah adaiah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal
unsur penyelenggara pemenntahan daerabh. :

-

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Prov1n5| Daerah Khusus ibukota
~Jakarta. ,

| 4.' Sekretariat Daerah adalah Sekretanat Daerah Provinsi Daerah Khusus‘
Ibukota Jakarta



~10.

11,

12.
. Sipil Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. -

13,
14
15.
6.
17
18

19.

20.

G

@
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’ Sekretarzs Daerah adalah Sekretans Daerah Provmss Daerah Khusus.
' !bukota Jakarta . ,

'ASISten Pemenntahan adaiah AStsten Pemermtahan Sekretar;s Daerah
- Provinsi Daerah Khusus {bukota Jakarta.

Kota Administrasi adatah Kota Adm;mstrasr di Provm5| Daerah Khusus R |

 Ibukota Jakarta.

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepu!auan
Seribu ProvsnSI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Waﬁkota‘ adalah Waiikota Kota Admimstras;i

- Bupati adalah Bupatt Kabupaten AdmsmstraSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga dxsebut Dinas

- adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta
Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan )
Suku Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga dlsebut- '

Suku Dinas adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Stp[!
pada Kota Administrasi/Kabupaten Admmlstraa o

_Kepala Suku Dinas adalah Kepaia Suku Denas Kependudukan dan
Pencatatan Slpii Kota Admmlstrasleabupaten Administrasi. -

Kecamatan adalah Kecamatan di Provm31 Daerah Khusus Ibukota

Jakaﬂa

‘ Camat adaiah Camat dl Provmsn Daerah Khusus ibukota Jakarta

Keiurahan adalah Keiurahan d; Provmss Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Lurah adai::ah Lurah di Provinsi Daerah Khus_ug Ibukota Jakarta.
WNI adalah Singkatan dari warga negara lndohes'i'a; ‘
Orang asing adalah Oréng yang bukan w"arga.n_egara indonesta =
| BABIl | A
KEDUDUKAN, TU_GA_S. _DAN FUNGSI
~ Pasal 2 f

'Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur peiaksana E
~otonomi daerah di b:dang kependudukan dan pencatatan S|p|l

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Stpﬂ d:plmpm oleh seorang‘,
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung ;awaia
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daiam meiaksanakan tugas
dan fungsinya dzkoordmaszkan oleh Asisten Pemenntahan 8



Pasal 3

(1) Dinas Kepéndudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai .t'ugéis
- melaksanakan urusan kependudukan dan pehcata‘tan sipil.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sspai mempunyai fungsz '

a.

b.

~ooo0

penyusunan dan petaksanaan rencana karja dan anggaran Dsnas
Kependudukan dan Pencatatan Sspd

perumusan kebijakan teknis pe!aksanaan urusan kependudukan '
dan pencatatan sipil; :
penyelenggaraan koordinasi admmzstrass kependudukan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;.

pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk; -

pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang‘
bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan; .
pemunguian, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan .
pertanggungjawaban penerimaan - retrzbuss pel’ayahan
kependudukan dan pencatatan sipil; ‘ : |
pengembangan dan evaluasi. pelaksanaan s;stem admtmstra& ‘
kependudukan;

penegakan peraturan perundang—undangan di bldang kependudukan
dan pencatatan sipil;

penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat da!am‘
administrasi kependudukan;

- pembinaan dan pengembangan tenaga fungs;onal dan tenagal

teknis kependudukan dan pencatatan sipil;

. penyediaan, penatausahaan, penggunaan,- pemehharaan dan

perawatan prasarana dan sarana. kependudukan dan pencatatan

- sipil;

pemberian dukungan teknis. kepada masyarakat dan perangka‘t‘
daerah;

pengelolaan kepegawazan keuangan barang, dan ketatausahaan‘
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

peiaporan dan pertanggungjawaban pefaksanaan tugas dan fungs:

BABII. .
ORGANISAS!
g B-agian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil,

_ sebagai berikut :

a Kepata Dinas;

b Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum,
2. Subbagian Kepegawaian;



3. Subbagian Program dan Anggaran, dah :
1 4. Subbagian Keuangan.

¢ Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dan
1. Seksi Identitas Penduduk; .
2. Seksi Mutasi Penduduk; dan -
3. Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

d Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dah
: 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan

3. Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi, dan
Pembatalan Akta. R

e Bidang Data dan Informasi, terdlra dan
1. Seksi Pengembangan Admmistras: Kependudukan
2. Seksi Statistik Vital; g
3. Seksi Pemanfaatan Data dan Enformasn .

f Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Penertiban;
2. Seksi Kerja Sama Mobllttas Kependudukan;
3. Seksi Penyuluhan.

- g. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
‘i, Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organ13331 Dinas Kependudukan dan Pencatatan S!p!i
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur i mi

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal b

Kepala Dinas mempunyai tugas :

_.a. memimpin dan mengoordmas;kan pe%aksanaan fugas dan fungsn Dlnas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungS| Sekretariat, Bidang,
Suku Dinas, dan kelompok jabatan fungsnonai

¢. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan’
- fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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Bagian Ketiga“
Sekretariat'
Pasa! 6

Sekretariat merupakan unit ker;a staf Dinas, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Sekretariat d:prmpm oleh seorang Sekretarrs Dinas yang berkedudukan :
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa!a Dinas.

Pasa[ 7

Sekretariat meiaks'anakén'tugas admin‘istrasi Dinas Kependudukan .d,an'

~ Pencatatan Sipil.

“Untuk melaksanakan tugas sebaga;mana dtmaksud pada ayat-(1),
. Sekretariat mempunyal fungsi :

a, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumeni

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretarlat

¢. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

d. pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi petaksanaan :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; _ :

e. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis peiaksanaan urusan -
kependudukan dan pencatatan sipil;

f. pengoordinasian - penyusunan = rencana strategis - Dinas :
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; -

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga
teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; :

i pemungutan, pencatatan, penyetoran pelaporan penerirﬁéan .

. retribusi kependudukan dan pencatatan sipil; -

| j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas;

1. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas;

m. pengoordinasian penyusunan Iaporan (keuangan kinerja, kegiatan’
dan akuntabilitas) dinas,

n. penyiapan bahan kebijakan dan taporan dinas yang terkalt dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

| 0. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

[0

2)

Sekretanat
Pasal 8

Subbagian Umum merupakan satuan’ keqa Sekretanat dalam
pelaksanaan admlmstrasx umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan-

Sap;l

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

- berkedudukan d! bawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretarrs
Dinas. . ;
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Subbagian Umum mempunyai tugas :

. a '

menyusun bahan Rencana ‘Kefja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearSIpan antara lain
meliputi- penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, Stempei _
pendistribusian ~dan pengiriman  surat, serta penylmpanan
penelusuran dan pemeliharaan arsip;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebers;han kesndahan
keamanan dan ketertiban kantor Dinas;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana Kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor;
maelaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung
kantor dan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan '
perpustakaan Dinas; o
melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas;
melaksanakan publikasi kegiatan Dinas; : - -
menghimpun,  menganalisis  dan ‘mengajukan - kebutuhan
periengkapanfperaiatan/mventar:s kantor, .
menerima, menyimpan dan mendistribusikan. perlengkapan/
peralatan/inventaris kantor; :
melaksanakan koordinasi penghapusan barang;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kependudukan’ dan‘_

pencatatan sipil yang berkaitan dengan tugas Subbagian Umum;
menyampaikan pencatatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbaglan Keuangan untuk
dibukukan;

menyiapkan bahan Iaporan sekretarlat yang berkastan dengan tugas
Subbagian Umum; dan '

melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas
Subbagian Umum

Pasal 9

Subbag;an Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat daiam‘"
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Subbagian Kepegawatan d:p:mpm oleh seorang Kepa[a Subbaglan'
yang berkedudukan di bawah - dan bertanggung jawab kepada'
Sekretaris Dinas. : :

‘Subbagian Kepegawaian mempunyaitugas :

menyusun - bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretarta’t sesuai dengan

lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan- Anggaran (DPA) Sekretanat

“sesuai dengan fingkup tugasnya;

melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan pengembangan |
_mutas; pendud:kan dan pelatihan pegawai;
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melaksanakan monitoring, pengendalian, pembmaan pengembangan '
dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;

melaksanakan pengurusan hak, kese;ahteraan penghargaan,
Kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai; ‘

-menyiapkan dan  memproses  administrasi  pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan . dan memelihara data,
informasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kependudukan dan
pencatatan sipil yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian;
menyiapkan bahan laporan Sekretanat yang terkait dengan tugas '
Subbagian Kepegawaian; dan :

melaporkan -~ dan mempertanggmgjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawalan

Pasal 10

Subbagian Program dan Anggaran merupakan satuan kerjé S‘ekreté'ri‘at
dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. v

‘Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai fugas :

Ca.

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pe!aksanaan Anggaran (DPA) Sekretanat
sesuai dengan lingkup tugasnya; S
menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dinas; ‘
menghimpun bahan dan menyusun Rencana Keria dan Anggaran :
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); :
melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi peiaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh unit kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; :
menerima, meneliti dan memproses permohonan penerb:tan/
pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM); -

memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), laporan kinerja, laporan kegiatan, dan laporan akuntabsl;tas
terhadap unit kerja dinas;

menghimpun bahan dan menyusun laporan kegtatan kinerja dan
akuntabilitas dinas; _
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
mengoordinasikan penyusunan Iaporan (kinerja, kegiatan dan :
akuntabilitas) dinas dan Sekretariat;

menyiapkan bahan perumusan kebljakan teknis kependudukan dan
pencatatan szpn yang berkaitan dengan program dan anggaran ,r_
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(2)

@)

mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis kependudukan dan
pencatatan sipil yang terkait dengan Sekretariat;

. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan

pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Program dan Anggaran.

Pasal 11

Subbagian .Keuangan merufaakan satuan kerja Sekretariat daiam-
pelaksanaan pengeiolaan keuangan Dinas Kependudukan dan-
Pencatatan Sipil.

Subbagian ' Keuangan dipimpin oleh seorang Kepaia Subbagian yang .
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnvya,; :

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;”

melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dinas; -
menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan
penerimaan retribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) vyang diajukan OIeh-

- bendahara:

menerima dan. rnenelxtn/rnenguy kelengkapan persyaratan tagzhan

- pengeluaran belanja dinas;

menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
dinas;

. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (reahsas_s -

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) dinas;
meiakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset dinas;
mencatat, membukukan dan mengakuntansikan aset dinas;

‘memberikan bimbingan dan konsuitasi teknis penyusunan laporan

dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja

_ dinas;
- mengoordinasikan, membenkan b:mbmgan dan konsuitas; tekms

kepada bendahara;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kependudukan dan

pencatatan sipil yang berkaitan dengan Subbag:an Keuangan,
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat;
menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas .
Subbagian Keuangan; dan

“melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas -

Subbagian Keuangan.
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| , Bagian'}(eempét
Bidang Pendaftaran Penduduk
Pasal 12 } __
Bidang Pendaftaran Penduduk merupakan - unit kerja lini Dl'has

Kependudukan dan Pencatatan Slpl] dalam pe!aksanaan pendaftaran
penduduk. o

Bidang Pendaftaran Penduduk daplmpm oleh seorang Kepala Bldang

yang berkedudukan di bawah dan beftanggung jawab kepada Kepala '

- BPinas.

Sy

()

P-aéal 13

.Bidang Pendaﬂaran Penduduk mempunyal tugas melaksanakan-
- pendaftaran penduduk. ' :

Untuk melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (1) -

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyal fungs:

a. penyusunan Rencana Ketja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen |

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaftaran Penduduk; ,
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badang-
- Pendaftaran Penduduk; ‘
c. penyusunan bahan  kebijakan tekms pelaksanaan pendaf’taran

penduduk; :

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pendaftaran pencfuduk

- e. pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasx h

(2)

teknis dan evaluasi pendaftaran penduduk;
f. penerbitan dokumen kependudukan berupa “surat keterangan
pindah datang penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke

luar negeri, surat Keterangan datang dari luar negeri, surat. . .

keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memitiki ‘izin
tinggal terbatas dan surat keterangan perubahan status.
kependudukan;

g. pelaksanaan koordinasi pendataan penduduk yang bersifat khusus
seperti penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan
kartu tanda penduduk khusus, dan penduduk yang bertransmigrasi; .

h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pendaftaran
penduduk; Lo

i. penyiapan bahan flaporan dinas’ yang terkait dengan tugas dan_

fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk; dan
j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugaS-
dan fungsi B:dang Pendaftaran F’enduduk . ; :

Pasai 14

-Seksi ldentitas Penduduk merupakan satuan kerja Bldang Pendaﬁaran:

Penduduk dalam pelaksanaan identitas penduduk

Seksi identitas Penduduk dlpimpm oleh seorang Kepa[a Sek5| yang :

- berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala B|dang .

Pendaftaran Penduduk.
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3) Seksi Identitas Penduduk mempunya1 tugas

(M

(2)

3)

L&

_Seksa Identitas Penduduk.

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaﬁaran '
Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; .
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis mengenai adentrtas '
penduduk;

menyiapkan pelaksanaan koordinasi peiayanan identitas penduduk :
melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi dan konsuitast
teknis pelayanan identitas penduduk;

melaksanakan pengembangan dan evaluasi pelayanan zdentitas )
penduduk; '
menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penerbltan nomor mciuk
kependudukan untuk penerbntan dokumen kependudukan bagi
orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;

. ‘melaksanakan pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SK{ l)

bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
mendokumentasikan hasil pelayanan identitas penduduk;-
menyiapkan bahan laporan bidang pendaftaran penduduk yang
terkait dengan tugas Seksi Identitas Penduduk; dan

melaporkan  dan mempertanggung}awabkan pelaksahaan tugas N

E

Pasal 15

Seksi Mutasi- Penduduk merupakan satuan kef}a"_B:idang Pendaﬁatan

Penduduk dalam pelaksanaan administrasi mutasi penduduk.

Seksi Mutasi Penduduk dtplmpm éile’h seorang' Kepala Seks;' 'yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung ;awab kepada Kepala Btdang
Pendaftaran Penduduk. ‘

Seksi Mutasi Penduduk mempunyéi tugas-

a.

menyusun bahan “Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaftaran

Penduduk sesuai dengan lirigkup tugasnya,

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang-
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; :
menyusun bahan perumusan kebuakan teknis pelayanan mutasu
penduduk;

- menyiapkan pelaksanaan koordmasz pelayanan mutasi penduduk

melaksanakan, monitoring, bimbingan, super\ns; dan konsu!taSI
teknis pelayanan mutasi penduduk; A

melaksanakan pelayanan surat keterangan plndah WNI ke !uar'
negeri, surat keterangan datang WNI dari luar negeri, surat
keterangan pindah datang orang asing, surat keterangan pindah

~orang asing ke luar negeri, surat keterangan perubahan status

kependudukan, dan surat keterangan data kependudukan;
mendokumentasikan hasil pelayanan mutasi penduduk;
metlaksanakan pengembangan dan evatuasn pelayanan muta31
penduduk;
menyiapkan bahan laporan Bidang Pendaftaran Penduduk yang
terkait dengan tugas Seksi Mutasi Penduduk dan
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seks; Mutasi Penduduk.

_ _Pasai 16

- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kebe‘ndudu_kén.

merupakan satuan kerja Bidang Pendaftaran Penduduk dalam
pelaksanaan administrasi pendaﬁaran penduduk rentan admlnlstrasn :
kependudukan : i

(2) 'Seksi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kepéndudd;ka'n h
- dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk )

(3) Seksi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

.mempunya: tugas:

a.

ményusun bahan Rencana Kerja dan Anggakran (RKA)"dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pendaﬂaran '
Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; =

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang o

Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; ,
menyusun bahan perumusan kebuakan teknis pe!aksanaa‘n
pendaftaran yang bersifat khusus; :
melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi dan konsultasi
teknis pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan,
pendaftaran penduduk yang bertransmsgrasa dan pendaﬁaran
penduduk yang bersifat khusus;

melaksanakan pengembangan dan evaluasi ssstem pendaﬂaran;, :
~ penduduk rentan administrasi kependudukan;

mendokumentasikan -~ ‘hasil pendaﬁaran -penduduk rentén
administrasi kependudukan;

mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran -
(RKA) dan Dokumen = Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang
Pendaftaran Penduduk;

mengoordinasikan penyusunan- laporan (keg[atan keuangan,
kinerja dan akuntabilitas) Bidang Pendaftaran Penduduk; :
menyiapkan bahan laporan Bidang Pendaftaran Penduduk yang
terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan; dan _
relaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksn Pendaftaran Penduduk Rentan Admlmstras; Kependudukan

Bagian Kelima
. Bidang Pencatatan Sipil

'F’asai 17

(1) ‘Bidang Pencatatan Sipil merupakan unit kerja lini Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam peiaksanaan pencatatan sipil. ’
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(2) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18 -

(1 ,Bldang Pencatatan Sipil mempunyal tugas me!aksanakan pencatatan'
sipil. :

'(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dtmaksud pada ayat (1)
: Bidang Pencatatan S:pli mempunyai fungs:

:i
i

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
- Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencatatan Sipil; ‘
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang _
' Pencatatan Sipil;
C. penyusunan bahan kebqaksanaan tekn;s pelaksanaan pencatatan _
sipil;
pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil; :
e. pelaksanaan monitoring, bimbingan, _supervisi, fasilitasi, dan
~ konsultasi teknis pencatatan sipil;
f. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan
sipil;
- g. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil bagi orang asmg,
h. pendokumentasian hasil pencatatan sipil orang asing;
- 1. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan
. fungsi bidang pencatatan sipil; dan '
j. penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungm Bidang
Pencatatan Sipil. . .

e

Pasal 19

(1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian merupakan satuan kérja
© Bidang Pencatatan Sipil dalam peiaksanaan pencatatan kelahiran dan
kematian. | | |

-(2) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian dlplmpm oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

' (3) Seksi Pencatatan Kelahi'ran'dan Kematian mempunyai tugas:

~a. menyusuh bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencatatan Sipil
sesuai dengan lingkup tugasnya; i
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan. Anggaran (DPA) Bidang
~ Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnya;
¢. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peiaksanaan
pencatatan kelahiran, pengakuan anak, dan kematian; .
d. melaksanakan monitoring, bimbingan,. supervisi, dan konsuitas;
teknis pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian;
-e. menyiapkan pelaksanaan kcordinasi pencatatan kelah;ran dan
kematian, .
f. melakukan verifikasi dan validasi, serta menyiapkan rekomendasa
terhadap pelayanan pencatatan kelahiran yang pelaporannya
melebihi batas waktu 60 {(enam puluh) han sampal dengan 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahirannya; :



()

(3)

14

melakukan verifikasi dan vahda31 data pencatatan kelah:ran dan:
kematian orang asing;

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil orang asing - yang

meliputi, kelahiran, pengakuan anak, dan kematian, serta pengantar
pengadilan;

mendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan SIpII orang asmg, .
melaksanakan pengembangan dan evaluas: peiayanan pencatatan

kelahiran dan kematian;

menyiapkan bahan laporan bidang pencatatan Slpll yang terkait

dengan tugas seksi pencatatan kelahiran dan kematian; dan ;
melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas

- Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematlan

Pasal 20 '

Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian merupakan satuan kérja_

- Bidang Pencatatan Sipil dalam peiaksanaan pencatatan perkawman

dan perceraian.

Seksi Pencatatan Perkawman dan Perceraian dip;mpm oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil. . ~

a.

. Seksi Pencatatan Perkawman dan Perceraian mempunyai tugas: .

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencata'tan Sipil
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pencatatan Sipil sesuai dengan hngkup tugasnya;

menyusun bahan perumusan kebijakan . teknis pelaksanaan -
pencatatan perkawinan dan perceraian; o
melaksanakan monitoring,  bimbingan, supervisi, dan konsultasi
teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian; ,
melaksanakan pengembangan dan evaluaSI peiaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian; '
menyiapkan pelaksanaan koordinasi pencatatan perkawman dan
perceraian; -
melakukan verifikasi dan valadasu data dan anforma& yang -
disampaikan oleh orang asing dalam perkawman dan perceraian;

. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawman dan perceralan
‘bagi orang asing;

mendokumentasikan hasil ;)etaksanaan pencatatan perkawinan dan .
perceralan orang asmg ’

.. melaksanakan pengembangan dan evalua51 pelayanan pencatatan -

perkawinan dan perceraian;
menyiapkan bahan laporan bidang pencatatan suplt yang terkalt‘
dengan tugas seksi pencatatan perkawinan dan perceraian; dan -
melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas
Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

T
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Pasal 2‘1.
'(1) Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan
‘Akta merupakan satuan kerja Bidang Pencatatan Sipil dalam -

pelaksanaan pelaporan pencatatan ssp;i luar negen mutasi Ha'n-
pembatalan akta. .

(2) Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutasn dan Pembata[an
Akta dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil. o

(3) Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, Mutam dan Pembataianf
Akta mempunyai tugas : :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pencatatan s:pn!'
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) b;dang
pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya; .

¢. menyusun bahan perumusan . kebijakan teknis - pe!aksanaan-

- pelaporan pencatatan sipil luar negeri, mutasi dan pembatalan akta

d. melaksanakan pelaporan pencatatan Sipl[ luar negen mutasi dan-
pembatalan akta; )

"~ e. melakukan verifikasi dan validasi data dan tnformaSI yang dzterima

© dari pelayanan pencatatan sipil luar negeri, mutasi dan pembata!an
akta;

- f. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pelaporan pencatatan szpﬂ Euar
' negeri, mutasi dan pembatalan akta;-

g. melaksanakan pendokumentasian hasil peiaporan pencatatan s:pll
luar negeri, mutasi dan pembatalan akta; |

h. melaksanakan = pengembangan dan = evaluasi peiaksanaan :
pencatatan sipil luar negeri, mutasi dan pembatalan akta; ' '

i. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencatatan -

g | i. mengoordlnaszkan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
' , kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Pencatatan Sipil; _
k. menyiapkan bahan laporan Bidang Pencatatan Sipil yang terkait
dengan {ugas Seksi Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri, MutaSI
dan Pembatalan Akta; dan
[. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelaporan Pencatatan Slp:l Luar Negerl Mutasi dan ‘
Pembatalan Akta. |

| 'Bagian Keenam
Bidang Data dan !nfc’afmasi 'l
Pasal 22
(1) Bidang Data dan Informasi mérupakan unit “kerja lini Dmas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengeiolaan data dan
informasi administrast kependudukan :

A
§
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(2) Bédang Data dan Informasi dipimpin oleh Seorang Kepalé Bidang yang .

(2)

'(é)

(2)

@)

berkedudukan di bawah dan bertanggung_ jawab kepada Kepala Dinas.
| Pasal 23

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas meiaksanakan '
pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Informasi;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data
dan Informasi;

‘¢. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan mformam

administrasi kependudukan;

d. merancang. dan - menyusun 'penge,mbangan admintstras:_
kependudukan; - .

e. pengumpulan, pengolahan, permeliharaan, penyajian, ‘_:_dan
pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan;

. pengoordinasian pendataan, pengolahan dan penyajian mfonnaSi .

hasit pendaftaran penduduk dan pencatatan sspli

g. pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi dan konsultasi tekms _
pengelolaaan data dan informasi administrasi kependudukan dan

~ pencatetan sipil; . :

h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pengolahan dan -
pendayagunaan data dan mformasr administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data dan mformast
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

j. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas Bldang
Data dan informasi; dan

k. pelaporan dan pertanggung;awaban pelaksanaan tugas dan fungsa
Bidang Data dan Informasi.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Administrasi Kependudukan merupakan sattjan
kerja Bidang Data dan informasi dalam pelaksanaan pengembangan

administrasi kependudukan.

Seksi Pengembangan Administrasi Kependudukan dipimpin - dleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.

Seksi Pengembangan Administrasi Kependudukan mempunyai tugaé:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) danf.-

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang Data dan Infcrmas:
sesuai dengan lingkup tugasnya;

" b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang

Data dan Informasi sesuai dengan l:ngkup tugasnya;

c. merancang dan menyasun pengembangan adm'inistg:asi

kependudukan;
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d. menyzapkan bahan perumusan kebijakan tekms pengembangan
data dan informasi administrasi kependudukan:

e. mengumpulkan, mengolah, memelihara,. menyajikan, dan
mengembangkan data dan informasi administrasi kependudukan:

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengolahan
data dan informasi administrasi kependudukan;

g. melaksanakan pengembangan dan evaluasi pengolahan data dan
informasi administrasi kependudukan:

h. menyiapkan bahan laporan-bidang data dan informasi yang terkait

dengan tugas Seksi Pengembangan Administrasi Kependudukan
dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengembangan Admzmstras: Kependudukan
Pasal 25

Sekst Statistik Vital merupakan satuan kerja Bidang Data dan Informasf

~ dalam pelaksanaan statistik vital administrasi kependudukan.

Seksi Statistik Vital dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yango

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala B]dang
Data dan Informasi.

Seksi Statistik Vital mempunyai tugas
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang Data dan lnformas:
sesuai dengan lingkup tugasnya; '

b, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bld-ang

Data dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan stat;st;k '
vital;

,{}.

d. menghimpun dan mengolah bahan pembentukan data vnal

penduduk;

menghimpun dan mengolah data dan informasi sebagw bahan
pembentukan statistik vital dan statistik kependudukan;
menyusun statistik vital dan statistik kependudukan;
memutakhirkan data statistik berdasarkan pelayanan pendaftaran-
penduduk dan pencatatan sipil; ‘
menyajikan profil penduduk; .
melaksanakan pengembangan dan evaluasi penyusunan statistik
vital,

®

-

.j‘ menyiapkan bahan laporan bldang data dan informasi yang terka:t

dengan tugas Seksi Statistik Vital; dan
k. melaporkan dan mempertanggung;awabkan pelaksanaan tugas'
Seksi Statistik Vital,

Pasal 26

‘Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi merupakan satuan kerja Bzdang B

Data dan Informasi dalam pelaksanaan pemanfaatan data dan
informasi administrasi kependudukan. ”

Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Ke’ﬁala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab " kepada
Kepala Bidang Data dan Informasi.
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Seksi Pemanfaatan '_Data dan Infbrfnasi.m'empunyai tugas:

©a. menyusun bahan Renéana Kerja - dan Anggaran (RKA) dan .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} Bidang Data dan informa& g
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Peiaksa'naan Anggaran (DPA) Brdang
Data dan Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

‘¢. menyusun bahan perumusan kebuakan teknis pemanfaatan data

dan Informasi kependudukan,;

d. mengumpulkan data dan informasi. kependudukan antar lembaga

e. melaksanakan pemanfaatan data dan informasi kependudukan; . =

f. mendistribusikan data dan informasi - keperidudukah untuk
~ kepentingan - perumusan kebu;akan di bidang pemermtahan dan
. pembangunan;

g. melakukan pengembangan dan evaluass pemanfaatan data dan
- informasi kependudukan;, P

‘h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggarana

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data
dan Informasi; _ i

i. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan
kinerja dan akuntabilitas) Bidang Data dan Informasi;

. menyiapkan bahan laporan Bidang Data dan Informasi yang terkast'
dengan tugas Seksi Pemanfaatan Data dan informasi; dan ;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan - pelaksanaan tugas
Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi.

Bagian Ketu;uh
B:dang Penemban dan Kerja Sama Kependudukan .
Pasat 27

Bidang Penertsban dan Kerja Sama Kependudukan merupakan - unit

- kerja lini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

pelaksanaan penertiban dan kerja sama kependudukaﬂ

Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan dipimpin. oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dl bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dmas -

Pa-’sa! 28

Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan mempunyau tugas :
melaksanakan penertiban dan kerjasama administrasi kependudukan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat -.(1),
Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependud'ukan mem‘p‘un‘yai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen”
pelaksanaan anggaran (DPA) Bzdang Penerhban dan Keqa Sama
Kependudukaﬂ :
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b. pe!aksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang
' Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan; :
c. penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penertiban dan'
kerja sama kependudukan;
d. pelaksanaan koordinasi penertiban dan kerja sama kependudukan
e. pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
f. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan penertlban dan kerja
sama kependudukan; . -
g. penegakan peraturan perundang—undangan di btdang kependudukan
dan pencatatan sipil; ‘
h. penyelesaian permasalahan peiayanan admmtstr&tsn kependudukan;
‘i. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat daiam
, administrasi kependudukan; :
" j. pengkajian dan pengendalian kuantitas dan kuahtas penduduk
~ pengarahan mobilitas/penataan . persebaran penduduk dan
perlindungan  penduduk, serta pembangunan berwawasan"
kependudukan; ‘
k. pelaksanaan pemprosesan petanggaran peraturan kependudukan
untuk diajukan ke pengadllan serta mempers;apkan pemuiangan ke
~ daerah asal;
|. pelaksanaan pembinaan aparat teknis penertiban, polisi khusus” :
- kependudukan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); L
m. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan.
~ fungsi Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan; dan -
n. pelaperan dan pertanggung}awaban Bidang Penert;ban dan Ker;a
Sama Kependudukan. :

Pasal 20

(1) Seksi Penertiban merupékah satuan kér}a Bidang Pehertiba‘n da‘h KEr}a '
.~ Sama Kependudukan dalam peiaksan-a'an penertiban kependudukan._

(2) - Seksi  Penertiban  dipimpin oieh seorang Kepala Seksi 'yiang o
- berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Btdang' ‘
- Penertiban dan Kerja Sama Kepeﬂdudukan .

e
W
o

o

(3) Seksi penertiban mempunyai t,ugas 1

a. menyusun bahan Rencana Kerja "dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penertiban dan
‘ Keérja Sama Kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
" b. pelaksanaan Dokumen . Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
- . Penertiban dan Keftja Sama Kependudukan sesuai dengan hngkup

fugasnya;
¢. menyusun bahan perumusan k-eb__uakan teknis pgnemban
kependudukan; ' ' : ‘ _ ;

d. menyiapkan  dan  melaksanakan = koordinasi  penertiban,
~ pengendalian kependudukan dan pengawasan mobilitas orang‘
asing;
e. meia?ksanakan pengembangan dan evaiuas: ' pelaksanaan-‘
- penertiban kependudukan, ' ‘
f. menerima laporan dan menyelesaikan permasalahan admmistram
‘ kependudukan
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g. melaksanakan pembinaan aparat teknis pelaksanaan penemban
kependudukan;

h. mengumpulkan dan mengolah bahan pemberkasan berita acara

pemeriksaan dugaan - pelanggaran pidana administrasi.

kependudukan dan sengketa administrasi kependudukan; ,
. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting untuk kepentmgan lembaga terkait; : o
j. .menyiapkan bahan laporan Bidang Penertiban dan Kerja Sama
Kependudukan yang terkait dengan penertiban kependudukan;, dan.
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penertaban :

| Pasal 30

(1) Sekm Kerja Sama Mobilitas Kependudukan ‘merupakan satuan ker;a
Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan dalam- peiaksanaan
kerja sama mobilitas penduduk. . :

- (2) Seksi Kerja Sama Mobilitas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kef)aia )
" Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
‘Kepala Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan

B

(3) Seksi Kerja Sama Mobilitas Kependudukan mempunyai fugas:

‘a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen B

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penertiban dan Kerja Sama -

Kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan ‘Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bldang

- Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan sesual dengan hngkup

. tugasnya;

¢. menyusun bahan perumusan keb[;akan teknis pelaksanaan ker;a sama

- mobilitas penduduk;
" d. melaksanakan koordinasi kerja sama kependudukan; .

e. menghimpun, mengolah, menyusun, dan melaksanakan program lintas
instansi pemerintah dan lintas daerah dalam rangka pengendailan'
mobilitas penduduk;

- f. melaksanakan pengembangan dan “evaluasi pengendahan mobllrtas
- penduduk antar daerah; .

g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penertiban dan
Kerja Sama Kependudukan;

“h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan " kinerja, keglatan
dan akuntabilitas) Bidang Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan _

i. menyiapkan bahan laporan Bidang Penertiban dan Kerja Sama
Kependudukan yang terkait dengan tugas Seksi Kerja Sama Mobilitas
‘Kependudukan; dan

'j. melaporkan c¢an mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas Sekeﬂ

' Kerja Sama Mobilitas Kependudukan

Pasal 31

(1) Seksi Penyuluhan merupakan satuan kerja Bidang Penert:ban dan Ker}a o
Sama Kependudukan dalam pe&aksanaan penyu!uhan admmastrasa '
' kependudukan .

i
EH
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{2) Seksi Penyuluhén dipimpin oleh seorang Képaia Seksi yang berkedudukan -

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penemban dan -
Ker}a Sama Kependudukan. .

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugaé:

a.

M

(2)

M

(2)

b. pekaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas

menyusun bahan Rencana Kefja dan Anggaran (RKA) dan Dokunilen '
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penertiban dan Kerja Sama
Kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang

Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan sesuai dengan ilngkup
tugasnya;

. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pe!aksanaan penyuluhan |

kependudukan,;

. menyiapkan koordinasi dalam rangka pel'aksana'an penyuiuhan

kependudukan;

. melaksanakan pengembangan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan -

kependudukan;
melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam
administrasi kependudukan;

. melaksanakan publikasi dan sosaalzsaSI data, tnformasn dan keglatan

Dinas;

. menyiapkan- bahan Iaporan Bidang Penertsban dan . . Kerja Sama '

Kependudukan yang terkait dengan tugas Seksi Penyuluhian; dan -

- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekss

Penyuluhan.
| Bag:ian Kedelapan
Suku D*”aS'Kebendudukén‘ dan Pencatatan Sipil Kota Adminisfrasi' ;
.Pasal 32

Suku Dirias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admams’erasi-

merupakan unit kerja’ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sapt! pada
Kota Adm:mstrasz :

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admmnstras;

dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan_ '
bertanggung jawab kepada Wahkota

F’asai 33

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admmlstrasr }
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminlstrass-
kependudukan dan pencatatan sipil d| wﬂayah Kota Adm;mstrasa ‘

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1 ) Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Admtmstrasa mempunyai
fungsi » '_

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas ;

l"
P

b
¥



c. pengumpulan, - pengolahan, - penyajlan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup Kota
Administrasi; :

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendahan mobilitas penduduk
pada lingkup Kota Administrasi; _

e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan termasuk

- pelayanan yang bersifat khusus, peristiwa penting dan penduduk
rentan administrasi kependudukan;

f. pemungutan, penatausahaan, penyetoran pelaporan dan ,
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda admlnlstraSI -
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; ‘

g. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang admlmstraSI
kependudukan pada lingkup Kota Administrasi; .

h. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat da!am
administrasi kependudukan; :

i. pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pac!a i:ngkup ‘

_; Kota Administrasi; -
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dmas

k. pelaksanaan pencatatan sipil; - : ,

|, penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemel;haraan dan
perawatan prasarana dan saranga kerja Suku Dinas; _ :

m. pelaksanaan supervisi terhadap pendaftaran penduduk oleh Sékm ,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;

n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas;

0. penyiapan bahan iaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan funga
Suku Dinas; dan

p. pelaporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas dan fungm

"~ Suku Dinas. _

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi -

- Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk teknis dan adminstrasi
disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk
operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota. = =

- Pasal 34

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari ;. ‘.

Kepala Suku Dinas; ' - S
Subbagian Tata Usaha; :
Seksi Pendaftaran Penduduk;

Seksi Pencatatan Sipil;

Seksi Data dan Informasi,

Seksi Penertiban dan Kerja Sama Kependudukan

Subkelompok Jabatan Fungsional.

emoacoT®

Pasal 35
K'epala‘ Suku Dinas mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordmasskan petaksanaan tugas dan fungsa Suku
~ Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

b. mengoordinasikan pelaksanaan -tugas Subbagian, Seksi | dan

Subkelompok Jabatan Fungsional,
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&

melaksanakan kerja sama dan koordinasi - dengan - Satuan Kerja :
Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas; dan '
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
funga Suku Dmas :

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha mei’upakan satuan kerja staf Suku Dinas da]am
pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Stpl! .

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbégian yéng
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

..‘;L

Subbagian Tata Usaha mempﬂnyai tugés ‘-

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuali dengan .
lingkup tugasnya:

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku D;nas :
sesuai dengan lingkup tugasnya; :

c. mengoordinasikan Penyusunan Kerja dan Anggaran (RKA) dan

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi petaksanaan .

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
e. melaksanakan pengeloldan kepegawaian;
. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang
g. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan:
h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja Suku Dmas
i.  memelihara kebersihan, kemdahan keamanan. dan ketertiban
. kantor; o
j.  melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dinas;
k. melaksanakan upacara dan pengaturan acara, pengurusan ruang
rapat, dan publikasi kegiatan Suku Dinas;
I, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis admamstrasr .
- kependudukan vyang terkait dengan pelaksanaan admsnsstras;
kependudukan pada Kota Administrasi;
m. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terka:t dengan tugas
Subbagian Tata Usaha; LI
n. mengoordinasikan  penyusunan faporan (keuangan kme_rja,
kegiatan, dan akuntabilitas) Suku Dinas; dan | '
0. melaporkan dan memperfanggungjawabkan. peiaksanaan tugas
’ Subbagan Tata Usaha. , \

Pasal 37

Seksi Pendaftaran Penduduk merupakan satuan kerja lini Suku Dlnas ’
dalam pe!aksanaan pendaﬂaran penduduk.

Seksi Pendafiaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yéng'
berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Suku
Dinas.
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(3) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas:

(2)

(3)

a.

p.

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesyai dengan'
lingkup tugasnya,

melaksanakan Dokumen Petaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dlnas '
sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan verifikasi dan validasi data dan znformass pendaﬂaran
penduduk;

melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk; :
menerbitkan surat keterangan biodata penduduk dan Nomor induk
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda-
Penduduk (KTP); . _
menerbitkan surat keterangan pindah penduduk WNI ant'ar
Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi;

menerbitkan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar
Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi;

menerbitkan surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas;

menerbitkan surat keterangan kematian orang asing;

“menerbitkan dokumen penduduk WN! yang bertransmigrasi, dan

petugas rahasia khusus;
melaksanakan penyimpanan dan pemel;haraan dokumen has:[
pendaftaran penduduk;

. menyelenggarakan pendataan penduduk rentan admrmstrasz

kependudukan, .
melaksanakan supervisi terhadap pendaﬁaran penduduk oleh Seksn :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
mendokumentasikan hasil pendafataran penduduk pada hngkup
Kota Administrasi;

menylapkan bahan laporan Suku Dmas yang terkait dengan tugas
Seksi Pendaftaran Penduduk;.dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- Seksi Pendaftaran Penduduk.

‘Pasal 38

Sek3| Pencatatan Sipil merupakan satuan kerja lini Suku Dmas da1am '

pelaksanaan pencatatan sipil. . 4

)]

Seksi Pencatataﬂ Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku'

Dinas.

Seksi Pencatatan Sipil mempunyal tugas

a.

menyusun bahan Rencana Ker}a dan Anggaran (RKA) dan -
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya,

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pencatatan penshwa penting WNI, yang mehpuh
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak,
pengesahan anak, dan pengangkatan anak;

melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi pencatatan sipil

WNI;
mendokumentas;kan hasil pencatatan sipil;
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f. menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas

- Seksi Pencatatan Sipil; dan ‘

g. melaporkan dan . menyampalkan pelaksanaan tugas. Seksi
Pencatatan Sipil. P

Pasal39 Ty
Seksi Data dan Informasi merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
dalam pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan',

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa!a
Kepala Suku Dmas

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan 'Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan.
lingkup tugasnya;

‘b. melaksanakan Dckumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas

sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menghimpun, mengolah, menya;lkan dan memelihara data dan‘
informasi- pendaftaran penduduk dan ‘pencatatan sipil lingkup Kota.
Administrasi; ’
d. melaksanaan koordinasi dengan unit kerja perangkat- daerah
danfatau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam ran‘gka
pengumpulan data kependudukan;

e. menghimpun data pencatatan perkawinan dan perceraian penduduk

yang beragama lslam dari Kantor Urusan Agama dan Pengadlian
Agama untuk diolah dan disajikan;

f. mendistibusikan  data  kependudukan  untuk kepent;ngan
pemerintahan dan pembangunan Kota Administrasi; ; :

g. menyajikan profil penduduk dan -statistik vital  lingkup Kota :
Administrasi; 7

h. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas - yang terkait dengan tugas
Seksi Data dan Iinformasi; dan

i. melaporkan dan mempertangguﬂg;awaban pelaksanaan fugas Seks;-
Data dan Informasi. :

Pasal 40 .

Seksi Penertiban dan Kerja Sama merupakan satuan kerja lini Suku
Dinas dalam pelaksanaan penertiban dan kerja sama administrasi
kependudukan. :

Seksi Penertiban dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepata Sekm
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa!a 3

- Suku Dinas.

Seksi Penertiban dan Kerja Sama mempunyal tugas -

a. menyusun bahan Rencana Kerja. dan Anggaran (RKA) dan-

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan‘ -

fingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;
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C. menghtmpun mengolah dan menya;skan bahan penyusunan rencana
penertiban dan kerja sama kependudukan; '
d. melaksanakan penertiban mob:htas penduduk;- : _
e. melaksanakan pengusutan dan pemenksaan terhadap dugaan -
tindak pidana administrasi kependudukan di lingkup Kota
~ Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; _ o
. menerima dan menyelesaikan laporan permasalahan pelayanan
administrasi kependudukan; - 3 _
g. menyiapkan pelaksanakan kerja sama penertsban admmlstras;
kependudukan; '
h. melaksanakan penyuluhan: adm:mstrasn kependudukan
"i. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas'
" Seksi Penertiban dan Kerja Sama; dan™
j.  melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas
: Seks; Penertiban dan Kerja Sama. Kependudukan

o

-

~ Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Admi_nistrggi-

s

P-asai 41

(1) Suku Dinas Kependudukan dan - Pencatatan Slpll Kabupaten
Administrasi merupakan unit kerja- Dinas Kependudukan dan-
Pencatatan Sipil pada Kabupaten Administrasi. :

{2) Suku  Dinas . Kependudukan dan Pencatatan Sipil KébUpétéh
Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara

“teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab -

“kepada Kepala Dinas, serta secara operasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.- 4

A Ny - Pasal 42

(1) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi! Kabupéten‘
Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
- kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Admlmstras;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dmas '
' Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten AdmlmstraS| mempuryai
- fungsi : o
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas,
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas ‘
c. pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada !Ingkup'
~ wilayah Kabupaten Administrasi;
d. pengumpulan,  pengolahan, pemehharaan penyajian dan .
pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada ilngkupj_
- Kabupaten Administrasi;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendahan moblhtas penduduk
pada lingkup Kabupaten Admzmstrasa P
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f. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan termasuk
pelayanan yang bersifat khusus, peristiwa penting dan penduduk
rentan administrasi kependudukan; S

g. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda admm:strasn
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; o )

h. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang admmustrass
kependudukan pada lingkup Kota Administrasi;

i. pelaksanaan pengembangan peran serta -masyarakat da[am
administrasi kependudukan;

i. penyedigan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas;

I. pelaksanaan pencatatan sipil;

m. pelaksanaan supervisi terhadap Seksi Dinas Kependudukan dan |
Pencatatan Sipil Kecamatan;

n. pelaksanaan keg|atan kerumahtanggaan dan’ ketatausahaan Suku
Dinas;

0. penyiapan bahan Iaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan ‘
Sipil dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungs:
Suku Dinas; dan f

 p. pelaporan dan pertanggung}awaban peiaksanaan tugas dan fungsn
Suku Dinas. : : _ _ '

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi -
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaiman dimaksud
pada ayat (2) huruf p, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh

Kepala Suku Dinas = kepada Kepala Dinas, dan untuk operasmnai -
disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Bupati. '

Pasal 43

Suku Dinas Kependudukan dan Pe‘néatataﬂ Sipil terdiri dari :

PooTy

: Kepa‘fa Suku Dinas mempunyai tug-aS'

- a
b

C.

d.

Seksi Penertiban; dan

Képaia Suku Dinas
Subbagian Tata Usaha;
Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipily

Subkekompok Jabatan Fungsmnal

. Pasal 44

memimpin dan mengoordmas;kan pelaksanakan tugas dan fungsx Suku
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, =

mengoordinasikan - pelaksanaan  tugas Subbagian, Seksi - gan
Subkelompok Jabatan Fungsional; L
melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat ‘
Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ -
swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan
melaporkan dan mempeﬁanggumgjawabkan pe!aksanaan tugas dan
fungs: Suku Dinas. ‘



&)
@

(3)

)

g

(3)

28

- Pasal 45

SUbbaglan Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas dalam
pelaksanaan administrasi Suku Dlnas Kependudukan dan Pencatatan '
Sipil. : '

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yéng
berkedudukan di bawah dan bertanggung ;awab kepada Kepala Suku.

'Dlnas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugés :

a. menyusun bahan Rencana Ker;a -dan -Anggaran (RKA) dan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas sesuai dengan‘

- Hingkup tugasnya,

b. melaksanakan Dokumen Petaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas -
sesuai dengan lingkup tugasnya;. .

¢. mengoordinasikan Penyusunan Kerja dan Anggaran (RKA) dan

" Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; _

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen‘
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; : .

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;

f. melaksanakan péngelolaan keuangan; -

g. melaksanakan pengelolaan barang; .

h. melaksanakan surat-menyurat dan kearSIpan _

i. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;

i memelmara kebersihan, kemdahan keamanan dan ketert;ban
kantor;

k. -melaksanakan pengeiolaan ruang rapat Suku Dinas;

I. melaksanakan upacara, pengaturan acara dan publikasi keglatan'

~ Suku Dinas; :

m. menyiapkan bahan perumusan kebgakan tekknis admansstras;. :
kependudukan yang terkait -dengan pelaksanaan admimstram :
kependudukan pada Kabupaten Administrasi; .-

n. menyiapkan bahan laporan Suku Dmas yang terkait dengan, tugas-

' Subbagian Tata Usaha;

0. mengoordinasikan penyusunan Iaporan (keg;atan keuangan kmer}a
dan akuntabilitas) Suku Dinas; dan ’

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 46

Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan satuan
kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.

Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipai "dipimpin oleh',
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung -
jawab kepada Kepala Suku Binas. _

Seks: Pendaftaran Penduduk dan Pencata’tan Slpll mempunyal tugas
a. menyusun. bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan ‘
lingkup tugasnya; _
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b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas .
sesuai dengan lingkup tugasnya;

~ ¢. melaksanakan. pelayanan pendaftaran dan penerbitan dokumen

kependudukan berupa surat biodata penduduk, Kartu Keluarga
{KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan
kependudukan, surat keterangan pindah penduduk WNI  antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan lahir mati
untuk orang-asing, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat
keterangan kematian Warga Negera Asing (WNA), pendataan".
penduduk rentan administrasi kependudukar;

menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK); '

e. melaksanakan pelayanan pencatatan penstiwa penting WNI yang' .

2

meliputi, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan '

anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak; -

f. melakukan vefrifikasi dan validasi data dan informasi daiam -
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan'
pencatatan sipil; ;

h. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;

i. mengumpulkan, mengolah, menyapkan dan memelihara data hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada lingkup Kabupaten
Administrasi;

j. mendistribusikan  data  kependudukan  untuk kepentsngan
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Administrasi; :

k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas
Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan _

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

Pasal 47

‘Seksi Penertiban merupakan satuan kerja lini Suku Dmas datam |

pe!aksanaan penertiban admmsstrasu kependudukan

Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala . Seksi yéng,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku - |
- Dinas.

Seksi Penertiban mempunyal tugas:

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen_
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dmas sesuai dengan !mgkup
fugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Aﬂggaran (DPA) Suku
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan penertiban kependudukan; . o

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mobilitas
kependudukan; _ , )

e. menyelenggarakan pengawasan, pengusutan dan pe‘me‘riks?an
terhadap dugaan tindak pldana administrasi kependudukan;,

{. melakukan koordinasi ~ dan kerjasama pengawasan dan

pengendalian atas pelaksanaan administrasi kependudukan; -
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g. melaksanaan kefja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi
pemerintah/swasta terkait dalam. rangka pengumpulan data
kependudukan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

h. mengumpulkan  data pencatatan perkawinan dan: perceraian
penduduk yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama dan
Pengadilan Agama untuk diolah dan disajikan;

i. melaksanakan kerja sama penertiban administrasi kependudukan

j. menerima . dan = menyelesaikan permasalahan pelayanan
kependudukan ,

k. menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas-

. Seksi Penertiban; dan

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penertiban.

Bagian Kesepuluh

Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan -

" Pasal 48

(1) Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kecamétan
merupakan satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sfpz! di
bawah Suku Dinas.

(2) Seksi Dinas Kependudukarn dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang
- Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas dan secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasa! 49

Seksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sspr! Kecamatan mempunyaf .
W tugas : : ‘
-t a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; ' k
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} Suku Din'as-'
sesuai dengan lingkup tugasnya; - _
c. melaksanakar pelayanan pendaftaran penduduk -dan pencatatan s;pﬂ d:
Kecamatan, '
d. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan yang mehputl Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan pindah
penduduk  WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota, surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu
Kabupaten/Kota, surat keterangan tempat tlngga! WNI akta catatan sipil
WNI; |
e. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi ketengkapan berkas :
permohonan pemberian dokumen’ kependudukan yang meliputi, Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan pindah
penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota, surat
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu -
Kabupaten/Kota, surat keterangan tempat tinggal WNI, dan akia catatan -.
sipi WNI; .
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f. mengoordlnas;kan kegtatan pendaﬁaran dan pencatatan sipil lmgkup

Kecamatan;
-~ g. mengelola dan menyajikan data kependudukan lingkup Kecamatan,

h. mendokumentasikan hasil pendafiaran penduduk dan pencatatan Slpli
lingkup Kecamatan, _

i. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap kegia’tan

- pelayanan administrasi kependudukan pada satuan pelayanan reglstrasn.\
kependudukan dan pencatatan sipil Kelurahan; :

j.  menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksz
‘Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan; dan ‘

k. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan. :
Bagian Kesebelas
Satuan Pelayanan Registrasi-Kependudukan Kelurahan _
%9 ' . ‘ .
W _: - ~ Pasal 50
(1) Satuan Peiayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan merupakan
satuan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencata’can Slpll di bawah

Seksi Dinas Kecamatan.

(2) Satuan Petayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan dipimpin 6Ieh

seorang Kepala Satuah Pelayanan yang secara teknis dan administrasi -

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, serta secara
operasional dikoordinasikan Lurah.

{3)- Kepala Satuan F’etayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan.
 jabatan eselon, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas.
usul Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan melalui Kepala Suku Dmas dari Pegawai Negen Sipil yang '
berkompeten. : .

Pasal 51
Satuan Pétayanan Registrasi Kependudukan Kéiurahan mefnpunyai tugaé‘f :

a. mengusulkan bahan rencana kerga dan anggaran yang dtbutuhkan

- kepada Kepala Seksi Dinas Kependudukan  dan. Pencatatan Slpil
Kecamatan; T

‘b. melaksanakan pelayanan penerimaan permohonan penerbitan dokumen
kependudukan WNI yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP), surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam
satu kelurahan, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang 7
penduduk WNI, surat keterangan kelahiran untuk penduduk WNI, surat -
keterangan kematian WNI, surat’ keterangan lahir mati untuk penduduk

~ WNI, dan pencatatan sipil;

¢. melakukan verifikasi dan validasi awal data dan informasi keEengkapan
berkas permohonan penerbitan dokurmen kependudukan;

d. mengelola, menyajikan dan memelihara data kependudukan hngkup
Keiurahan
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e. melaksanakan penatausahakan réttibju‘si ' pelayanan  pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang diterima: -

f. melaksanakan penatausahaan barang; :

g. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan ssp:l
lingkup kelurahan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas satuan
pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan. sipil.

Bagian Keduabelas -

s oA e L

‘Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan S[pz! dapat mempunyai Unlt
Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung
kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung .
terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata 'ker;é unit pelaksana teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan
Gubernur, -

| Bagian Ketigab-eias
Kelompok Jabatan Fungsional |

Pasal 53

(1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Snpﬂ dapat mempunyat Jabatan-
fungsional,

(2). Pejabat Fungsional melaksanan tugas dalam susunan orgamsasu |
struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpli !

Pasal 54

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas
dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unlt
Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala D:nas

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkeiompok Jabatan Fungsional -
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di. bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas. ‘
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(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabafan’
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepata
Dinas dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat
fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan
integritas) yang dimiliki. .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Dinas -
' Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur =~ dengan  Peraturan:
Gubernur. L ' :

BABIV = o
TATA KERJA
Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya: Dmas Kependudukan dan'
: Pencatatan Sipil wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan.
koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, unit'
kerja perangkal daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperiancar pe aksanaan_u
tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ' '

Pasal 56

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan -
Pencatatan -Sipil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dehgan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip:
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efeklivitas dan efisiensi. - o

Pasal 57

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan -
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan:
bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membma dan
menitai kinerja bawahan masing- masmg, ‘ o

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Kependudukan.

dan Pencatatan Sipil wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan
atasan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. :
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| Pasal 68

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepaia' Bidang, Kepala Suku Dinas, K_ep‘iala-

Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil wajib mengawast dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan’

masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang d[periukan apabﬂa .

menemukan adanya penylmpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

{1
(2)
(1)

(2

(1)

(3)

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris'Dinas, Kepaia'Bid'ar-}g, Kepala Suku Dir:j"as; .
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan dan- kendata
pelaksanaan tugas kepada atasan masing- masmg sesuat dengan-
ketentuan peraturan perundang- undangan S

-Atasan yang menerima Iaporan sebagazmana dimaksud pada ayat (1)‘-

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 60

Sekretariat Daerah melalui Biro = Organisasi dan " Tatalaksana " .
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan
terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sapai

Ketentuan lebih  lanjut mengenal pemblnaan kei'embagéén :
ketata!aksanaan dan pelaporan sebagasmana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V.
KEPEGAWAIAN
Pasal 61

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpli _

‘merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pengelolaan kepegawaian sebaga[mana dlmaksud pada ayat (1)‘=
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan
kepegawafarz = - .

Dalam pelaksanaan pengeio!aan kepegawa:an Dinas Kependudukan‘ ‘
dan Pencatatan Sipil mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan _ '
Tatalaksana. B . -
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BAB VI
KEUANGAN

 Pasal 62

Belanja pelaksanaan tugas dan fur‘ags’i' Dinas Kependudukan dan -

Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimané dimaksud pa'da ‘ayat “('1)-
dilaksanakan - sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan da
bidang keuangan negara/daerah 1

Pasal 63

Pendapatan yang bersumber darl peiaksanaaﬂ tugas dan fungsi Dmas’
Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pendapatan daerah

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ’(1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. :
- BAB VI

ASET

Pasal 64

Aset yang dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan P.encata‘tan |

Sipil sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah
dengan status kekayaan daerah yang tldak dipisahkan.

,Pengetolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah

dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengeloiaan'
barang milik negara/daerah.

Pasal 65

Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pembenan ’

“hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya.
merupakan pengrimaan barang daerah ‘ .

Penerima barang daerah sebagaimana dumaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubemur melalui Kepala Badan Pengefoia
Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Dasrah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan sebagal aset daerah ‘
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BAB VIl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
" Pasal 66. |
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatétén, Si_pii menyuéun cli‘an-

menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur r’neialui Sekretaris Daer‘ah‘.

(2} lLaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara fain mei:putt

laporan :

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan begéwai;.=

keuangan;

kinerja; ' ' i
kebutuhan, kekurangan dan kelebnhan barang atau prasarana kerja
akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

-*'*.m.cﬁo.cr.m

Pasal 67

Dalam rangka akuntabilitas, Dinas Kependduukan dan Pencatatan Sipil
mengembangkan sistem pengendalian internal.

BABIX
PENGAWASAN

Pasal 68

- Pengawasan terhac}ap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipalﬂ

dilaksanakan oleh :

| a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memenksa penge!olaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

c. Inspektorat.

KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 69 E
Pada saat Peraturam Gubemur ini beﬂaku maka Keputusan Gubemur :
Nomor 135 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak ber!aku___
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Pasal 70
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggat d.iuh‘dangkan.

_Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguhdangan Peraturan =

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berata Daerah Prov:ns: Daerah '
Khusus Ibukota Jakarta. .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2009

' GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
T OTA JAKARTA

Duundanqkan dl Jakaﬂa
‘ padatanggal 1 Me*{ 2009

| SEKRETARES DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
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